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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut : 

1. Banyaknya persoalan-persoalan ataupun permasalahan tentang kekerasan 

seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga perlu mendapat 

perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak. Adapun peran Lembaga 

Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual yang meliputi : 

a.  Aspek Yuridis, dengan memberikan fasilitas dengan lawyer baik dalam 

proses hukum maupun diluar proses hukum. 

d. Aspek Psikologis; bertujuan untuk membantu korban yang mengalami 

penyimpangan perilaku.  

e. Aspek Medis, dilakukan apabila ada pengaduan dari korban.  

2. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan 

seksual, Lembaga Perlindungan Anak menemukan kendala yaitu : 

a.   Sikap keluarga yang tidak mengetahui atau memahami hak-hak anak. 

b. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka 

masih beranggapan apabila kasus kekerasan seksual ini terungkap akan 

menjadi aib. 

c.   Orang tua enggan mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak. 
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d. Fasilitas- fasilitas yang menangani korban kekerasan seksual masih 

terbentur pada masalah anggaran, dan kondisi peradilan yang tidak 

memahami kondisi anak korban kekerasan seksual.  

       3. Peran aparat penegak hukum, masyarakat dan orang tua adalah memberikan 

perlindungan terhadap korban, mengungkap kekerasan seksual dan 

memberikan perhatian lebih, dukungan kepada anak korban kekerasan 

seksual.  

 

B. Saran 

     Bertitik tolak dari kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal berikut : 

1. Dalam memberikan sosialisasi Lembaga Perlindungan Anak sebaiknya lebih 

banyak memberikan pengertian kepada keluarga dan masyarakat mengenai 

pentingnya hak anak, agar keluarga dan masyarakat mau mengadukan adanya 

kekerasan seksual terhadap anak ke pihak yang berwenang.  

2. Kerjasama antara aparat penegak hukum, orang tua dan masyarakat harus lebih 

ditingkatkan di berbagai bidang hukum untuk tercapainya tujuan perlindungan 

hukum terhadap anak, agar tidak terjadi lagi korban kekerasan seksual yang 

dilakukan oleh orang tua. 

3. Fasilitas- fasilitas dalam menangani anak sebagai korban kekerasan seksual, 

seperti tempat perlindungan khusus bagi anak dirasa masih mengalami 

kekurangan, maka fasilitas tersebut hendaknya perlu ditambah agar dalam 

menangani anak korban kekerasan seksual lebih efektif. 
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